
KABUPATEN PRINGSEWU 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI Ki'\DUPATEN PRJNGSEWU 

NOMOR 2S TAHUN 2018 

TENTANG 

I SAL NA I 

J/\DWAL RETENSI ARSIPSEKTOR PEREKONOMIAN 

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
PEMERlNTAH KABUPATEN PRINGSEWU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRINGSEWU, 

Menimbang a. tehwa dHWfil tetitJ.l)ll swat Kepaia ,i\rsip NasiUill:il 

Rcp1.1.blik Indonesia Norn.or B PK00.09/63/2017, t.anggal 

13 November ?.017 tentang Persetujuan Jadwal Retensi 

Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan, Kepegawaian 

dan Aparatur Sipil Negara serta Su bstantif Pemerin tah 

LJa€rah Kabupaten Pringsewu perlu rm::netapkan JRA 

Scktor Perekonomian U rusan Peren ca TI.RA n 

Pembangunan; 

MengingaL 

b. bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksut.1 dalam huruf at perlu rncnctaplron Peraturan 

Bupati tentang Jadwru RP.t~nsii Arsip Sektor 

Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan 
Pemerintah Kabupaten Pringsewu; 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

PerimhRngA.n Keuangan antara Pernerintah Pu.sat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor l:l6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4438); 

2, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2008 Nomor 185) Tambnhnn Lembaran Negara 

Republik Indones.i~ Nomor 4932); 

3. Undan.g-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 129, Ta,mbahan Lemba.ran Negarn 

Republik Indonesia Nomor 4774); 



4. Uncll'lng-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lnclonesia Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
tLembaran Negara Republik Jndonesia 1'd.hun 201 1 
Nomor 82, Tambaho.n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Peme1int.aha11 Daerah (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun ?.014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Norrn.>1· 9 Tahun 2015 
(:::..embaran Negara Repu blik Indonesia. Tahun ?O 1 !'i 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang NomOT 30 Tahun 201'1 tent.ang 
Administrasi Pe,nP.rintBhan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun :.!00',1 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
I.P.mhstrAn Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun :.!016 tentang 
Perangk<i.l Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ?.017 Nomor 114, Tambahan 
1embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Menteli Dalam Negeri Numur 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
IBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

11. Pe11:1Luran Daerah Kabupaten I'ringscwu Nomor 16 
Tahun 2016 tentl'lng Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); 

12. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan OrganisasL 
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Pemerintah lJaerah (Berita Dae:rah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 13); 



c. 10 (,scpuluh) tahun untuk nilai guna 
pert::inggungjawaban catatan keuangan, bukti 
pembukuan dan data pendukung administrasi 
keuangan yang merupakan bagian dari bukti 
pembukuan. 

Pasa15 

( 1) ~lensi araip isebagaimana dimaksud dalam Lampiran 
Peraturan ini mempP.rhatikan ketentuan: 

a. pera.turan perundang-undangan yang mewl'\jihbn 
arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu; 

b. peraturan perundang-und11ngan yang mengatur 
daluarsa penuntutan hukum;dan 

~. kepentingan pertanggungjawaban keuflllRan. 

Pasalb 

Rekomendiu;;i ywig dituangkan dalam keterangan tcntmlg 
penetapan suatu jenis arsip ,Hmusnahkan, clinilai kembali, 
dan dipennanenkan ditetapkan berdasarkan 
pertimbangan: 

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa 
akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai 
guna;dan 

b. keterangan pennanen dJtentukan ap1:1bila dianggap 
memilili nilai guno. keaeja.rahan atau nilai guna 
~kunder. 

BADY 
RUANG UNGKUP 

Pasa17 

Jenis arsip sektor perekonomian urusan perencanaan 
pembangunan meliputi: 
a. perumusan kebijakan; 
b. musyawarah perencanaan pembangunana atau 

m u:srenu1,1.11g; 
c. ~n~rn::anaan pembangunan kementcrian atau lemooga; 

d. lroordina3i dan sinkronisasi perencanaan 
pP.mhangunan; 

e. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan 
perencanaan pembangunana; 

f. aksi strategis nasional; dan 
g. perencanaan pendanaan pembangunan. 



BAB II 
TUJUAN 

Paeal2 

(1) Memenuhi Kebutuhan Organisasi, dalam 
mewujudkan pengelolaan arsi.p yang elisien, efektif, 
mudah dan lanou- dalwn pelaksanaan kegiatan, jugn 
dalam rangka penyelamatan arsip ysng bernilai statis. 

(2) Memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk 
menyusun J.RA. 

BAB III 
PELAKSANMN JADW AL RETENSI ARS[P 

Pasal3 

(1) Jadwal Retensi Arsi.p Sektor Perekonomian Urusan 
Perencanaan Pembangunan disusun oleh Dinas 
Perpust:akaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu 
ben;ams rlengan Sadan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala 
Arsip IS"asional Republik Indonesia. 

(.2) Jadwa1 retensi Arsip SektoT Pf!rekonomian Urusan 
Perencanaan Pembangunan memuat jenis arsip, 
retensi atau jangka waktu simpan orinimal, dan 
keterangan. 

{3) KP.t1mtuan mengenai retensi arsip Sektor 
Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak le1·pisahkan dari Peraturan ini. 

BAB IV 
JANGKA W AKTU 

Pasa14 

( 1) Penentua."'l. retensi arsip dihitung sejak kegiatan 
dinylltaloul selesai hak dan kewajiban atau. berkae 
sudah dinyatakan leng)lap dsn tirlak bertambah lagi. 

(2) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi 
retensi arsip aktlf dan inaktif deng&1 3 (tiga) pola: 

a_ 2 (dua) tahun untuk nilai gun.a administrasi; 

b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi 
dan teknologi; dan 



habis retensinya dan berketerangan dipennanenkan 
yang telah dtverifikasi baik seca.ra langsung maupun 
tidn.k langeung oleh Aniip Nasiorutl Repuh\ik Indonesia 
dan/atau lembaga kearsipan. 

11. J adwal Retensi Arsip yang selanjutnya dh:singkat 
JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya 
berisi jangkA wa.ktu pen.vimpanan atau retensi, jenis 
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai 
kembali, ata.u dipermanenkan ,Yilllg digunakan sebagai 
pcdomo.n penyusutan dan penyelamatan arsip. 

12. '!;nit Pengo1ah adalah satuan kerja pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan ranggungja.wab 
1:1emua arsip yang bcrkaitnn dengan 
penciptaan araip di lingkungannya. 

mengolah 
kegiatan 

13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada 
pencipta arsip ylt.ng 1nen1iliki tugas dan tanggungjo.wab 
dalam penyelenggaraan keaTSiJl9n yang me)iputi 
kebijakan. pembinaan kearsipan, dan pengelolaan 
arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang 
didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan 
sarana. scrta isumberc daya le.innya. 

14. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan 
cabang-cabang kekuasaaJ'.I ~egara yang meliputi 
eksekutif, legi:shi.liI, dan yudika.tif, :serta lcmbaga. lain 
yang fungsi den tuga.s pokoknya berkaitan dengan 
pcnye)enggaiaan Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

15. Nilai Oun.a Sckunder odalah nilai arsip yang 
did:uiarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan 
pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya 
sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan 
memori kileklif bangsa.. 

16. Nilai Guna Kesejahteraan adalah nilai yang 
mengandung fakta dan keterangan yang dapat di 
guna.kan untuk menjelaskan tent.wig bagaimana 
organisasi yang bersangkutan di~ntuk, 
dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan 
tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa 
kesejarahan tanpa dikattkan secara Iangsung dengan 
pendpUillya, yaitu informasi mcngcnai orang, tempat, 
benda, fenomena, maMlah dan se.:ienisnya. 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TP:NTANG JADWAL RETENSI ARSIP 
SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini YllllR dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupa.ten t'ringsewu. 

2. Pemerintah Da.erah a(falati 'kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjacli kewenangan daerah otonom. 

3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Pringsewu. 

4. Retensi Arslp adalah jangka W&(Lu penyimpanan 
ynng wajib dilakukan terhadap suatu jenis ar!l.ip 
kepegaw~. 

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi de.n komunikasi 
yang di buat dan diterima olP.h lembaga negara. 
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 
perusabaan, organisasi politik, organisasi 
Iemasyarakatan, dan pen:eorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bcrmasyaralrot, berbangsa dan bemegara. 

6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 
langsung daJam kegiatan pencipta arsip dan disunpan 
selama jangka waklu lertenlu. 

7. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi 
penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. 

8. Arsip lnaktif adalah arsip yang frekuen&i 
penggunaannya te.lah menunm. 

9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya 
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungar1 
operasional penciptn arsip, tidal< dapat diperbaharui 
dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

10. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 
arsip karena mem.ili.ki nilai guna kesejarahan, · telah 



4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Intlunesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
N~gara Republik Indonesia Nomor 50711; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Perc1.tunu1 Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik lndone!'\iA Tllhun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
PemerintAh.An Daerah (I.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor ~:>8'/) 
sebagalmana telah diuuah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan I.embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (I.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembanu1 Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaanundang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tcntang Kearsipnn (Lembaran Negara 
RP.puhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

9. Peratulcin Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 
Perangkat Daerah (LembarAn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan 
.lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Mcntcri Daleni Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah 
IBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten PringlWwtl Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran 
Llaerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 NQmur 16); 

12. Peraturan Bupati Kabupaten Prin~ Nomor 43 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupatcn 
Prinpewu Tahun 2016 NornoT 4'.l); 



BAB VII 
KETENTIJANPgNUTUP 

Pasal8 

Peraturan Bupati ini mulai hP.rlaku pa.da tanggal 
diundangkan. 

orang menget.ahuinya, memerintahkan 
Pera tu ran Bupati ml dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Agar ~tia.p 
p,>ngundangan 
penempatannya 
Pringsewu. 

Diunds.ngkan di Pringsewu 
pad.a tanggal 11 .a_--;,;.·•'a o:i1~ 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada t.anggal 1:) .lpril 2018 

BUPATl P:RJN~WU, 

dto 

st.t.JADI 

SEKRETARIS DAERAH Ko\BUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDIMAN PM 

BERlTA DAERAH KABUPATEN PRINOSEWU TAHUN 2018 NUMOK 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Prioesewu : http:/ /jdih.prio25ewukab.eo.id/ 



NO. 

1 

I. 

.. -·· 
2. 

·-··· 
3. 

LA~IPIRAN : P~RATURAN Bl/PAT'. PRINr.AAWII 

NOMOR 

TANGOA~ 

URUSAN P&Rl::NOANAJ.N P3:MBANC'JNA>I 

JANGKA llAICTU PBNYIMPANAN 
JENIS/ SER:Es ARSIP Kl>-'1!:J<ANGAN 

AirnF INAicrlF 

2 3 4 s 

K!BIJ~.KA!i 
Perumurs-an Kcbijaku Re:1cana Pembangunan Nasional r.acliptni : Ren,ana 3 tahun sejak penet,.paro kebtak&A 7 tahun Petmanen 

Pc::n~IHRlU J:lf~ P11..1.jang (RFJl'9J/Mooti:.t' P'lsn, Ren.ce.ncL P~bAl\gul"l4rl Janf3ka YAnB terbant 
M~ Daerah, Renosna P,,.,,bangunon Tahun..., o... ... oh. 

A. Peogkajian :Ian peng11oul•n k<bijalcan 

B. IT-Jyiapan kebijokan 

c. ~uan d8Jl pel1)1.1eu11an bliha.-i. 

o. P-enberian maev.kan daJ\ duku.ng:an da.Jam pcnyuaunan lebtjakan 

1!, . Pe:le1.apttr1 d&d~u l.ieutuk pcratu.rem penand.ng-u"danga.n 
.. .. .. -· -·- ···-···-

Ml/5U,WAIIAH PERENC.,NMN l'ElMa~NO:JNAN/MIIGR~NBANO 

• Mu!l.t'Hlh,sn,z Naaional 3 tahun ""telah pro..,.1«:gietan 
dinyatakan ••ltMi dilaktanakan 

7 tah1'Jl Permanen 

a M••renbanz Provino: 
... .. .... 

~ tahuii sei:eJah proees kegiatan 
. ... . . -·-

T tahi..n fe,uuu1co 

dinyotakan oeleaai dilabanlkon 

Ma•renbang K.ei,upeten/Kola 
.. _ 

·--3 tahun oeteloh pr;,..,;: kegiatan 
_ .... 

C. 7tahsn Permmen 
dmy•rakan 8eleta.i dUU:sanak4n 

.. ... . ... -· ·-
PRRENC.\NAAN PP:~AANGUMN DAERAII 

A. Rtncana Pcmbong\lnan Jangl<a Menengah iR.e11s1ra-Daerah 2 tol:un .. telah pc,ses kegiatan 
diny11.lu.oa, .--,1-,4tt; dilakaa11.&ke.n 

3 rahtu1 Permancn 

I:!, Ktnc:a.Ra ·t't!-ritbangunan Tlllh~A~ D&t:'!l'ah ( Reuj~-:0~1 tll~ · 12 tat.un aetek.h pr.io~a ~tan 

d~nya.takM se:uai dilabanaklln 
3tMvn Pff~~n 

.. _ 

.. 



NO. JENI~/ SHRl[;;S ARSIP 

2 

C. ProgrAm 'Kl":l"j111 ~hunan 

1). IJ•"'"" Unit Kerjo. bemla cata pendukungi,ya 

D. Penot.;po.n/Kontrok Kinerja 
II• Pimplnar. OPD/ SKI'D 

~). · ·Kepola Ilo.eroh ··· 

I-=,---,~··.------
E. La~retn 

:~. Bul<u 

A). l.ari,oran Tri\llUlan 

cl~ _La ____ T_ah-unar. Unit Kerja 

21. Laporan lnoidenlal 

·-·-----

--·----

-----

--·' 

JANOKA WI.KTU l'ENYIMPANAN 

AlcrlP 

2 1ahun ,et!lah prose! kegi,.tan 
diny•Lakcu1 ~~l~iai;t; i.lilaka..nabn 

--+-~ 2 t4hun. uwlah proee• btfiatan 
diny•takan sele!ai dilakaanakan 

2 tah~11 .. ~etelah pro1es bgja~ 
dillyP.tiNC-an ""1~,.,.i rlil-.lccunabn 

INAKTIP 

4 

li:ahun 

1 tahur. 

KB:rERAIIGAN 

5 

·····-+--- ·--

3Uhun :'.l taht,n. ,~t~IM )c("ln•'l"llk lrin,:rja 

ber•khir dar. ke""jbon para pihak 
2 tanun ie~lai, kon::rak iilne,~ja--+-~3~ta~hu;;···-· 

Mr;11chir dan kea·9.tban J)ara pihak 
H • ..:.... 'J = 

1 tehun sete:ah tere.khirn-;a mua 1 tahun 
.atu lahun aggara,> 

..• t-- •.• 
l tz.hun ,etelah tetUl'\trnya mua 1 hlhu.D 

••tu tahun oav&n 

1 u.hun e-etdah.borakhimra ···- ltahuo 
... 

m.aoa 
,at'Y t.ah\lJ\ agg.aran 

.. 
l Ullum ::,ctdab beJ.·alchirnyCIII ....... l cah~n 

tat'U tahun agrpia1. 

1 ti,1hun scttiah berMhimP' 
. -

l iahun aua 
Hltl.l tahun ll!K10·tt-n 

I t..hun aetde.h bcrCU<hirnya. ...... l tah\lti 
Mtu tel\\!!\ asg.aran 

Muanah 

···--
Pcrrna."lffl 

Muanoh 

.-
M~el'MUI 

Muonoh-· ·--

····-
P.-manen 

-··--Perman~n 

P~rmtmllm 



NO. .IF.NIB/ SE~IESARSIP 

1 2 

¥. l!;•aluNi .f,ogtm:n 

1)- l' nit Kerja 

-· .. .. ·-· 
2). OPD/S= 

4, KOORDiNl,81 DAN OINt<nONiei,.~ rERENOANMii: ~EMaANGUNAN DAERAH DAN 

PUSAT 

.... , .... ,. ·- .. 

5. KONS'Jl,T}.81 PERE:iCA~J; PEMBAr-ouN.-.N DABRAF. DAM PUSAT 

6. PEMA~AUAN: EAWASI, PENIUIAN, DAN PELAPORAN PERENCANAAII 
PEMB~NO-.rNAN !llERAH 

..... ··- ... 
7. A'.{el eTRATEOISI D.I.ERAH /OPD 

A. Rl.nGangan awal pere:ncanaa..-i. Wi atrategia de."1'8h 

B. Rapal pembah&0an ranaingan a9al dmpo SKPD 

c. Sooiabui dengan SKPD 

D. PAnclll'\g&J\ akt.ir r:,,nencanaan &l<si 1trategi1 daerll 

&. ~n.ir:La..,.a.i1 percncaACt.llVJ akoi etrat~a d~e:'M 
-- ·-· .. .., 

~- ~RE;KCAI<Mtl P!;:l<DANMN f'E~BA~OUNAN 

A, P>ndonaa,, Luar Negeridan Hiball 
.... -· 

B. l"!nd~Bat1 Dalam Jrfegeri 

C Kerjiuama P-embaniI'an Inttma&onal 

~--- ..... .... -

D. SUrat Borba,ga Syuioh Neg•ra 

~-
·11e"danaan. On 't~p ,·hn'I At111m Jni~iat,f ea;u 

.. -
E, 

.. 

JAJ\GKA WA."<TU PENYIMPANAN 

AK11P' 

3 

l tahun tetelah berakt.lrmr• mua 
~atu tahur. agguan 

l ta~O:.n -l&h berakbmya ·..,..._-
o•tU c.Jlur. as.garan 

1 f,.hun Jtt'!tltlJ11h pmMS 1iciatan 
diny,,tabn .eleHi dilokoainak.,., 

2 tahur. setelah prooe, kqiaton- -
dinyatalton ocleaai dilalwinakan 

1 uhur. aete1ah prosea keg1attJl-. 
dinva.takan ,etcdai dilaksenfdtan 

-·· 
3 iahun set~ah pro,:a ke,gia.tul 

dinyala«m ffie••• di:akw,akon 

-. ··-

S tahun actelah proses keiUltan 
dinyata:Can HJesaj dilabanalun 

. .. S i.hu11 setelah ~,.-k<giawi 
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